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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2024, sebagai bahan penyusunan keterangan pertanggunganjawaban Bupati Kepulauan

Mentawai tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan programdan kegiatan pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Dasar Laporan PertanggungJawaban Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN

dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun maksud laporan dengan system kinerja ini agar dapat mewujudkan
Pemerintahan yang baik (good governance) menuntut setiap pejabat public baik politisi
maupun birokrasi, wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada
public segala sikap, perilaku dan kebijaksanaannya dalam melaksanakan tugas pokok,

fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya, agar para pejabat public dapat
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melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan
dan harapan publik. Kontrol yang bersifat internal maupun eksternal merupakansuatu
keharusan dan dikelola dengan baik, dan profesional agar tindakan yang menyimpang
dari etika administrasi negara (mal-administrasi) dan peraturan perundang- undangan.
Sehingga akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan

yang diberikan dapat memenuhi tuntutan dan harapan publik.

Dengan LAKIP ini kami menyadari sepenuhnya bahwa substansi laporan ini masih
jauh dari yang diharapkan, karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini
sangat diharapkan. Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif

dan dapat member manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif.

Tuapejat, Januari 2025

— Sekretaris DPRD
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan sudah menjadi sebuah keharusan bagi
setiap pemerintah daerah. Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan
pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi
birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan
strategis dimaksud adalah penerapan paradigm Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara

pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasari nya

antara lain : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan

perandari ketiga factor tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari
Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) tersebut dapat dirasakan oleh pihak-
pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat (publik).

Terselenggaranya system pemeriritahan yang baik dan berwibawa (Good
Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan sertacita-cita bangsa.

Konsekwensi itu diperlukan pengembangan dan penerapan system

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan public dapat
berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR
Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme vide Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menindakalnjuti amanat regulasinasional tersebut,
maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunan diatur
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kedalam Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/1999
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Ikhtisar Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Tkhtisar Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, sebagai perwujudan
pertanggungjawaban kerberhasilans dan/atau pelaksanaan visi dan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Ikhtisar Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024. Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA)
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 merupakan
dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi
pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan dokumen ini berfungsi untuk
menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan

pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam

perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.
. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat DPRD Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan
informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama Tahun 2024
yang mengacu pada Renstra Sekretariat DPRDTahun 2023-2026.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan
program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP yang

strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LAKIP ini
2
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berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi
acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan

integritas Sekretariat DPRD dalam agenda mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik (Good Governance).

LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini juga berorientasi untuk sarana
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan
dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan
penting guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka

mewujudkan visi misi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024.

. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 ditetapkan

dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan KinerjaAkuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah,
Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
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10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai;

14. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2023;

D. StrukturOrganisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana maksud Pasal
I11, selalu diiringi dengan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD dan merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati tersebut.

Susunan Bagan Struktur sebagaimana tersebut pada Pasal II1 sebagai berikut :
1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan: dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Program dan Keuangan.
3. Bagian Persidangan Membawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Risalah dan Rapat: dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum dan Perundang-

Undangan.
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4, Bagian Pengangaaran dan Pengawasan Membawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penganggaran: dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISAST SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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E. Tugas pokok dan Fungsi

uran pemerintah NOmors 38 Tahun 2007 tentangPembagian

Berdasarkan Perat
pemerintah Provinsi

Urusan pemerintahan tara dan pemerintah Daerah
baran Peraturan pemerintah ini telah dikodifikasi kedalam

ai Nomor 47 Tahun 2016 tentang
ah Kabupaten Kepulauan

Kabupaten/Kota. Penja

Peraturan Bupati Kabupaten Ke
dan Tata Kerja perangkat Daer

pulauan Mentaw

Struktur Organisasi

Mentawai.
mmgmzoamammu tata kerja dinas daerah yang baru dibentuk cmammm:a:

Pasal 11 Lampiran II pasal 1 angka 7 adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
asi ini tidak saja mengatur tentang umacmicxm: organisasi tata

Mentawai. Regul
tetapi peraturan ini juga mengatur tentang kedudukan dan

kerja dinas daerah akan

tugas pokok dan fungsi dinas dimaksud.

Dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Sé
kan Perangkat Daerah, yang dipimpin

tersebut pada Pasal Pasal
ekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secard teknis

ibawah dan cm;m:@m::e.mémc ke
@c:emsmc kepada Bupati mela

af (1) dan (2) mengatur tentang
an yang tidak dapat dipisahkan

n pemerintah Kabupaten

kretariat DPRD sebagaimana

2 huruf b, merupa

oleh seorang S
pada Pimpinan DPRD dan

lui Sekretaris Daerah,
Tugas Pokok dan

operasional berada d
secara administratif bertang
sementara pada Pasal 4 paragr

Fungsi Sekretariat DPRD yang merupa
tata kerja dilingkunga

kan satu kesatu

dalam suatu struktur o@mammm._

Kepulauan Mentawai.

Pengaturan lebih lanjut dari
i sebagaimana dimaksud dalam

Kepulauan Mentawai. Namun se
ana tersebut pada Pasal 4 paragraf

t DPRD mempunyai tugas
Keuangan, mendukung

fungsi tata kerja

penjabaran tugas pokok dan
h ini, diatur

Peraturan Daera

Perangkat Daerah in
cara global Sekretariat

melalui Peraturan Bupati
awai sebagaim

DPRD Kabupaten Kepulauan Ment

(1) dan (2) menyebutkan bahwa, , Sekretaria
arakan administrasi kesekretariatan dan
gas dan fungsi DPRD; serta menyediakan da
erlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesual

menyelenggd
pelaksanaan tu n Bm:@ooaamu_@:

tenaga ahli yang dip

B Nininda
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aturan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

dengan kebutuhan. Lebih lanjut peng
utkan bahwa Sekretariat DPRD dalam

terdapat pada Pasal 4 paragraf (2) yang menyeb

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mempunyai fungsi

a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariat DPRD
b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenag
g diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

a ahli yang diperlukan oleh DPRD;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yan

fungsinya.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tugas po
at (1), berikut diuraika

kok dan fungsi susunan organisasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ay n secara sistematis dalam

substansi sebagaimana tersebut dibawah ini:
a) Sekretaris DPRD

RingkasanTugas :
Merumuskan program kerja dan langkah ke
atan Sekretariat D

rja, mengoordinasikan, membina,
PRD, 3m:<m_m:@@maxm3

mengarahkan pelaksanaan kegi
administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan sertamen

dengan kemampuan keuangan

g diperlukan oleh DPRD sesuai
aturan yang berlaku.

@ooasmm__a:

tenaga ahli yan
Daerah berdasakan per

erdasarkan tugas pokok
da berpedoman

RincianTugas :
a. Merumuskan rencana d
dan fungsi baik rutin mau
a strategis Sekre

Sekretariat DPRD b

a sumber yang @
pedoman pelaksanaan

an program kerja
pun kinerja sert

kepada rencan tariat DPRD sebagai

tugas.
b. Menyelenggar

C. _<_m3<m_m3@©maxm: ad
pedoman kedudukan protokol

pat-rapat DPRD.

Si _Ammmxaszma: DPRD.

gan DPRD.
er & keuangan DPRD.

akan administra
ministrasi keuan

d. Melaksanakan
3m:<m_m:@@maxm: ra
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Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan sekretariat DPRD sesuai dengan

g.
petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

h. zséooa_:mmmwm: para kepala bagian dan bawahan, agar terjalin kerjasama
yang baik dan saling mendukung.

i, Membina, memfasilitasi dan mengarahkan serta Bm:@mé_cmm. dan
melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD.

j.  Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat

rmasalahan yang

ui perkembangan, hambatan dan peé

DPRD untuk mengetah
ut penyelesaiaannya.

timbul serta upaya tindak lanj

dai dengan CamScanner

ipin

D

dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai

k. Menandatangani
dengan kewenangan menurut ketentuan yang berlaku.
i situasi Sekretariat DPRD serta

data dan informasi mengenal
ah sebagai bahan

|.  Memberikan
dan pertimbangan kepada kepala daer

memberikan saran
dalam mengambil keputusan.
peningkatan kine

Memelihara dan mengupayakan
loyalitas dan kejujuran dalam lingk

rja pegawai, disiplin,
meningkatkan dedikasi, ungan Sekretariat
DPRD.

at daerah dan instansi

Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangk
ntingan dinas dalam kelancaran pelaks

si dan rapat-rapat lainnya.

vertikal untuk kepe anaan tugas.

o. Menghadiri rapat koordina
han / petunjuk dari atasan.

p. Menerima ara
ain yand diberikan

q. Melaksanakan tugas I

oleh atasan sesuai dengan _umEa.cx

dan arahan.

b) Bagian Umum

Ringkasan Tugas :
pelaksanaan

tugas 3m:<m_m:8maxm:

mempunyai
gan Sekretariat DPRD.

o Bagian Umum
rogram dan keuan

kehumasan, p

ketatausahaaan,
o Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum
Bm:«a_m:@mma_&: fungsi:
:_mqmww ketatausahaan, kehumasan Sekretariat

a. Pelaksanaan pelayanan admi

DPRD;
b. Pelaksanaan pelayanan
kretariat DPRD;

administrasi dan dukungan penyusunan program dan

keuangan Se
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¢. Evaluasi dan pelaporan pelayana administrasi ketatausahaan, kehumasan
Sekretariat DPRD

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan keuangan Sekretariat DPRD;

e. Penyiapan bahan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahlil yang
diperlukan DPRD; dan

f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan mempunyai tugas :

a.

b.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelayananadministrasi
ketatausahaan dan kehumasan Sekretariat DPRD;

Melakukan penyiapan bahan pelayanan administrasi ketatausahaan dan
kehumasan Sekretaraiat DPRD;

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kehumasan
Sekretariat DPRD;

Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengkordinasian tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

2. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Program Keuangan mempunyai
tugas :

a.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan program dan keuangan Sekretariat DPRD;
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan program dan Keuangan Sekretariat DPRD;
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan program dan Keuangan Sekretariat DPRD;
Melasanakan Tugas lain yang a.&mzxm: oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

c) Bagian Persidangan

« Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah, rapat,
hokum, dan perundang-undangan.
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« Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Bagian Persidangan
menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD dibidang risalah, rapat, hukum dan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD dibidang risalah, rapat, hukum dan perundang-undangan;

c. Evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan
terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang risalah, rapat, hukum dan perundang-

undangan,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Risalah dan Rapat, Mempunyai
Tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang Risalah dan Rapat;

b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi  dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang Risalah dan
Rapat;

¢. Melakukan penyiapan bahan evaluasi d
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang Risalah dan

an Pelaporan pelayanan administrasi dan

Rapat;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup dan

fungsinya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mcc-m.ccma:a Hukum dan nch:am:@-czam:@m:
mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bah
gan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang hukum dan

an perumusan pelayanan administrasi dan

pemberian dukun

cmasam:@-c:am:@ma
e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang hukum dan

nmﬂc:am:@-c:améma
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f, Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang hukum

dan perundang-undangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup

fungsinya.

d) Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Ringkasan Tugas :

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di

bidang penganggaran dan pengawasan.

e Untuk melakasankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian

Penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

€.

d.

Perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan pengawasan;
Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas
dan fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan pengawasan;
Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan

pengawasan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas

fungsinya.

Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Penganggaran mempunyai tugas :
Ringkasan Tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan pelayanan administrasi dan

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang

penganggaran;
b. Melakukan penyiapan

pemberian dukungan

bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan

terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang

penganggaran;
c. Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan evaluasi
an pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas

dan Pelaporan

pelaksana
dan fungsi DPRD dibidang penganggaran;
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F. Ruang Lingkup

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup dan

fungsinya.

2. Sub bagian Pengawasan

Ringkasan Tugas :
Sub Bagian Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian penganggaran dan

Pengawasan.

Rincian Tugas :
anan administrasi dan

Melakukan penyiapan bahan perencanaan pelay
as dan fungsi DPRD dibidang pengawasan;

pelayanan administrasi - dan

a.
pemberian dukungan terhadap tug

b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
dap tugas dan fungsi DPRD dibidangpengawasan,

an evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan
adap tugas dan fungsi DPRD

pemberian dukungan terha
Melakukan penyiapan bahan Pelaksana

C.
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terh

dibidang pengawasan;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup dan

fungsinya

n Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

taris DPRD, mengacu dan berpedoman kepada
r 7 Tahun 2017 tentang Rencana

Ruang lingkup Lapora

Organisasi perangkat Daerah (OPD) Sekre

ulauan Mentawai Nomo
ah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
etariat DPRD. Regulasi tersebut
an tujuan serta sasaran

peraturan Bupati Kep
pembangunan Jangka Meneng

Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategi
026, yang memuat Visi
n Pemerintah pada Sekr
sasaran dan pencapai

Mentawai Tahun 2023-2

Kepulauan Mentawai dan Urusa

lebih lanjut dijabarkan kedalam tujuan,

pa kebijakan dan program kegiatan.
n-kegiatan <,m3@ dilaks
m Rencana Kerja (RENJA

beru
anakan selama 1 (satu) Tahun

Sementara itu, kegiata
) Sekretariat DPRD

Anggaran 2023 dituangkan kedala
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ang untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan

Kabupaten Kepulauan Mentawai, y
egiatan dan sasaran yang ditetapkan

analisis kinerja terhadap rangkalan kegiatan-k

setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024,

Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja terhadap urusan pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dilakukan terhadap capaian kinerja

Sekretaraiat DPRD, dengan sebagai berikut :

1.Bagian Umum
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan,

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  Program dan Keuangan.

2.BagianPersidangan
a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substans
gsional Sub-Substansi  Huk

i Risalah dan Rapat.

b. Kelompok Jabatan Fun um dan Perundang-

Undangan.
3.Bagian Penganggaran dan Pengawasan

a. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Sub
ungsional Sub-Substansi Pengawasan;

stansi Penganggaran,

b. Kelompok Jabatan f

sis kinerja tersebut, akan diketahui

t Daerah (OPD) Sekretariat
dan kewenangan

Berdasarkan hasil evaluasi dan anali
galan Organisasi Perangka

dalam menjalankan tugas
mbaran strategi-strategi apa yang
dalam upaya peningkatan
ang bermuara pada

keberhasilan dan/atau kega
DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
dan sekaligus memperoleh ga
hun-tahun akan datang
a sasaran dan tujuan 'y
paten Kepulauan Mentawai.

yang dimilikinya,
hendak dipersiapkan pada ta
kinerja guna tercapainy

optimalisasi
i Sekretariat DPRD Kabu

terwujudnya Visi dan Mis

Dukungan Personil

Pegawai yang dimiliki Sekretariat DPRD

san jumlah personil
gawali celuruhnya sebanyak 85

yang jumlah pe
kut, 'yakni (33 orang PNS, 52 orang Pegawai

Menyadari keterbata
n Kepulauan Mentawai,

Kabupate
asifikasi sebagai beri

orang dengan Kl
Tidak Tetap).
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iat DPRD Kabupaten Kepulauan

n Pegawai Sekretar
n komposisi Pegawai sebagai

Untuk mengetahui keadaa

Mentawai secara terperindi, maka berikut dapat disajika

berikut :

Berdasarkan Golongan dan Pangkat Tahun 2024

4
5
6. CPNSD
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
\l\\J\.\\J-\I\\\
No Tingkat Pendidikan Jumiah |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\a
1. Magister 6
- Sarjana s =
| e
3 Diploma I1I
-
4. SLTA
Berdasarkan table tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh disiplin ilmu dan
Diploma III 6.25%.

na 41.25%, dan SLTA45%,

jenjang pendidikan meﬁm;mo\s Sarja
nan dan tugas pokok dan

elaksanaan pelaya
n idealnya berjumlah 80

n analisis jabata
at pendidikan seimbang.

g kelancaran p
serta berdasarka
an komposisi tingk

Untuk mendukun
kretariat DPRD
(uh) orang deng

fungsi Se
(Delapan pu

Mengingat keselarasa
rta aspirasi masyar
dengan tingkat ke

am dan kegiatan pelayanan dengan

n antara progr
hatikan pelaksanaan kegiatan public

akat sangat diper
ndesaknya kebutuhan organisasi

kebutuhan sé
pentingan dan me

dilakukan sesuai
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secara situasional.

H. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA
Seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pelajaran yang sangat

berharga bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja di masa
mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerj

- masa
a 2024

merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan masalah yang

akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan

rencana kinerja tahunan 2024, sebagai berikut :

1.

Konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam
lingkungan organisasi, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan
kebijakan Pemerintah Daerah.

Pengoptimalan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi
dan efektivitas pemanfaatan mcacmﬂ-wcacmﬂ daya dan dana untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada di
bawah target yang ditetapkan.

Memperhatikan aspek-aspek keseimbangan sesuai pola peta stratejik dalam
implementasi renja 2023, sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas
pencapaian dari masing-masing tujuan stratejik.

kaitan dengan perumusan renja 2024 sebagai bentuk penegasan
2024-2026 perlu dilakukan evaluasi dalam
g ada di Sekretariat DPRD

Khusus yang ber
Rencana Kerja Pembangunan

pencapaian kinerja menurut bidang pembangunan yan

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan penelitian yang

mendalam atas ketetapan kuantitas target dari indikator.

I. Sistematika Penulisan

Sekretariat DPRD selama Tahun 2024. Capaia
2024 tersebut diperba
tahun 2024 sebagai tolak ukur keber

pada Sekretari
capaian kinerja terhadap
sejumlah celah kinerja (performance gap

pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

n kinerja (performance results) Tahun
ndingkan dengan Rencana Kerja (RENJA) performance plan

hasilan rangkaian program kegiatan tahunan

at DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terencana. Analisis atas
Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikan

) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
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Dengan pola pikir sepertiity, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan yuridis

Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);

dan ruang lingkup Laporan Akuntabilitas
ana strategi untuk periode

2. BAB II Rencana strategis, menjelaskan muatan renc
Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2024;

menjelaskan pengukuran Kinerja, Evaluasi dan

n tersebut, pencapaian indikatornya

perangkat Daerah (OPD) dan

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja,
Analisis dan masing-masing sasara
dilaksanakan berbasis kinerja Organisasi
menganalisis aspek alokasi anggaran keuangan;

4. BAB IV Penutup, menjelaskan rangkuman secara menyeluruh dari Laporan

si Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten

Akuntabilitas Kinerja Instan
n dan rekomendasi

Kepulauan Mentawai Tahun 2024 in
yang diperlukan bagi perbaikan dan pem

i serta menguraikan sara
ecahan masalah dimasa yang akan

datang.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A, Perencanaan Ninerja

Rencana Strateqis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (OPRD) K abupaten

waskan dan mengintegrasivan aral

Kepulauan Mentawai disusun dengan maksud menyel

Kegiatan pembangunan sesual tugas dan fungsi lima tahun kedepan, Sekretariat Ll

laksanakan tugas pokok dar fungsl secara

Kabupaten Kepulauan Mentawal 9,_.::::.

ategis untuk lima tahun, dan

optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana St

Rencana kena (Ren)a) jangka pendek setiap tahun

8 Visr dan Misi
20

laksaaan tugas pokok dan fungsi serta kewenang

zerzn

Dalam upaya mendukung pe

DPRD sebagaimana dinyatakan pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah D

pasal 123 (3 ), bahwa sekretans DPRD mempunyal tugas yaitu :

lenggarakan administrasi kesekretariatan;
trasi keuangan DPRD;

.-.-.nwjv e

=

2 Menyelenggarakan adminis
Mendukung pelaksaan tugas dan fungsi DPRD;

engkoordinasikan tenaga ahli y
esuai dengan kemampuan keuangan daerah.

pulauan Mentawai adalah :

- Menyediakan dan m ang diperlukan oleh Pimpinan
DPRD dalam melaksakan fungsinya s
sekretariat DPRD Kabupaten Ke

Maka visi
prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daergh

Terwujudnya Pelayanan yang

Kabupaten Kepulauan Mentawai”.
plementasi dari tugas pok
sedangkan misi sekretariat DPRD dalam

plemetasikan kedalam misi,

Rumusan ini adalah merupakan im ok dan fungsi organisasi yang
indicator keberhasilan Visi,
dirumuskan diatas, perlu diim
gar kegiatan organisasi dapat terlaksana dan

» memfasilitasi kelancaran

merupakan
mewujudkan visi yang telah
ang harus dilaksanakan a
misi yang telah ditetapkan :
entawai sebagai Badan Legislatif Daerah

yaitu suatu upayay
berhasil baik sesuai dengan Visi,

tugas-tugas DPRD Kabupaten Kepulauan M

melalui pelayanan yang professional”.
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C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.Tujuan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukan suatu kondisi yang akan

dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis

Sekretariat DPRD pada tahun 2023 s/d 2026 adalah :

1) Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

2 Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan,

pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam

mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah

dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek

dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan

Mentawai baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya

pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Kepulauan

Mentawai, maka sasaran yang ditetapkan antara lain :

1)  Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat Pimpinan Dan Anggota DPRD,

2)  Meningkatnya kualitas fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD,

3) Meningkatnyakualitas fasilitasi Proses legislasi oleh DPRD Mentawai.
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang menjadi target kinerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban,

maka telah menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan 2024

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

KabupatenKepulauan Mentawai

Indikator Indikator Target
Tujuan Sasaran . o
Tujuan Sasaran 2023 N%Mﬁ 2025 @ 2026
[ Meningkatny | Persentase 80% 80% | 90% 90%
W akualitas Fasilitasi
| fasilitasi rapat-rapat
* rapat DPRD tepat
Pimpinan waktu
Indeks dan
| kepuasan Anggo
| Terwujud nya Pimpinan ta
_ kinena fasilitasi dan DPRD
1 dan fungsiDPRD Anggota Meningkatny | Persentase 80s% | 80% | 90% 90%
E DPRD akualitas Aspirasi
x terhadap fasilitasi masyarakat
FasilitasiSe aspirasi yang
| kretanat masyarakat | ditanggapi
_ DPRD kepada DPRD
| Pimpinan
_ dan
| Anggo
| ta
DPRD

Meningkatn | Persentase 80% 80% | 90% 90%
yakualitas Ranperda

|

|

_ ; .
| fasilitasi yang disetujui
| proses tepat waktu

| legislasi

L oleh DPRD

Rencana kinerja akan menjadi tolak ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian

kinerja fasilitasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi

tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan di Sekretariat DPRD selama satu tahun

berjalan sebagai penjabaran kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat

DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026. Rencana kerja tersebut

ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belahpihak yang

melakukan Perjanjian. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD dengan Kepala Daerah menjadi

pengikat dan pengingat atas komitmen Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD dengan Bupati

tertuang dalam table berikut.
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Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

Sekretaris DPRD Kabupaten _Am.nc_mcm: Mentawai Tahun 2024
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
KINERJA
Meningkatnya kualitas fasilitasi Persentase Fasilitasi
T Rapat-rapatDPRD
1. rapat pimpinan dan anggota tepat waktu 85 %
DPRD
Meningkatnya kualitas fasilitasi  Persentase  Aspirasi
2. | Aspirasi masyarakat kepada masyarakat yang e
pimpinan dan anggota ditanggapi DPRD
DPRD
Meningkatnya kualitas Fasilitasi | Persentase .xmsnmam
3. Proses Legislasi oleh DPRD «,\mm:xmﬁc&mmnc_c_ tepat 85%

Meningkatnya kualitas kinerja Persentase

4. perangkat daerah pencapaian kinerja 100%
perangkat daerah

Dalam rangka mendukung mencapai sasaran strategis yang menjadi target kinerja
Sekretaris DPRD, maka Kepala Bagian di Sekretariat DPRD juga melakukanPerjanjian
Kinerja sebagai komitmen yang mengikat antara Sekretaris DPRD dengan Kepala

Bagian , Kepala Bagian dengan para Kepala Sub Bagian yang adadi Sekretariat DPRD.

r

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN UMUM

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
KINERJA
Meningkatnya kualitas Persentase Fasilitasi
Rapat-rapat DPRD
85%

1. | fasilitasi rapat pimpinan dan
Anggota DPRD

tepat waktu

Meningkatnya kualitas Persentase
2. | pelayanan administrasi ppelayanan
s ldan  © ymnistrasi dan 85%

keuangan. keuangan
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Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2024

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN .
| | |
i |
- NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET
1. Meningkatnya kualitas fasilitasi  Persentase fasiltast Rapat- L
- Rapat Pimpinan dan angqgota rapat DPRD tepat waktu, L B5%
| DPRD | w
C 2. Meningkatnya kualitas fasilitast — Presentase ranperda  yang 4
85%

yroses legislast oleh DPRD
. 4 o Disetujun tepat waktu

|

dai dengan CamScanner

ipin

=3 D

NO SASARAN STRATEGIS

-

Tabel 2.5
PERIJANIIAN KINERIA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN

INDIKATOR KINERJIA ~ TARGET

Meningkatnya kualitas fasilitas Persentase aspirasi

aspirass masyarakat  kepada K
pmpinan dan anggota DPRD | masyarakat yang ditanggap! 85%
oleh DPRD
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Begitu juga dalam mendukung sasaran strategis yang menjadi target kinerja KepalaBagian,
maka Kepala Bagian juga membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Sub bagian, berikut
Perjanjian Kinerja Kepala Sub bagian Sekretariat DPRD Kabupaten KepulauanMentawai

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAG TATAUSAHA DAN KEHUMASAN

ﬁ NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kualitas Persentase pengelolaan
1 .nm:@m_o_mm: administrasi administrasi 85%
kepegawaian kepegawaian
Persentase surat masuk
2 7_<_ma:m_65<m kualitas yang ditindak lanjunti 85%

pengelolaan tata persuratan  secara tepat waktu
Persentase pemenuhan

3 Meningkatnya kualitas sarana  kebutuhan prasarana 85%
dan prasarana kantor kantor sesuai standar
Jumlah pemberitaan
Meningkatnya kualitas capaian program dan "
4 : 85%
hubungan masyarakat pelaksana kegiatan yang

dipublikasikan
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Tabel 2.7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

, W
'NO| SASARAN STRATEGIS |
RS 4
, Meningkatkan
Rencana dan Program

Kantor

|
f
|
_
|
|

__
! . . ;

= Meningkatkan kualitas _
pelayanan keuangan “
h

“Kinerja | 1. Melaksanakan
2. Melaksanakan

3. Menyiapkan bahan

1. Menyusunan  rekapitulasi

; ' 2. Membuat laporan bulanan,
, triwulan dan tahunan sekretariat
DPRD

INDIKATOR KINERJA

TARGET

,n pembuatan
Renja
pembuatan
LAKIP

penyusunan kebijakan teknisdi
bidang perencanaan, evaluasi
dan pelaporan

penyerapan anggaran sebagai
bahan evaluasi kinerja
keuangan

1 Tahun

1 Dokumen

1 Tahun

| Tahun

1 Tahun

Tabel 2.8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

_
NO

SASARAN STRATEGIS

A

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Fasilitasi Kajian peraturan
perundang-undangan

|
!
[
|
|
|

Mengklasifikasikan perundang-
undangan terkait dengan
permasalahan hukum

1 Tahun

Mengklasifikasikan data informasi
' peraturan perundang-undangan
| yang terkait.

1 Tahun

' Melakukan kajian terhadap
peraturan perundang-undangan

1 Tahun
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Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAG RISALAH DAN RAPAT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
KINERJA

Fasilitasi penyelenggaraan | Jumlah Risalah
Rapat-Rapat pimpinan dan gﬁ::ﬁiglaas?g 1 Tahun

anggota DPRD

Jumlah Dokumen
kelengkapan

Risalah dan Rapat 1 Tahun
yang difasilitasi
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel 2.10

SUBBAG PENGAWASAN

1,

SASARAN STRATEGIS

 Meningkatnya kualitas
| fasilitasi pengawasan

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

Terfasilitasi

pertemuan  dengar
pendapat  anggota
DPRD dengan
Pemerintah/instansi
lainnya

1 Tahun

Terfasilitasi
monitoring
pelaksanaan
pembangunan

1 Tahun

Terfasilitasi
penyampaian
aspirasi masyarakat
kepada  pimpinan
dan anggota DPRD

1 Tahun
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Tabel 2.11
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAG PENGANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
KINERJA

Meningkatnya fasilitasi Melakuakn

L | pembatasan anggeran | INERIES
rancangan APBD dan 1 Tahun
rancangan
Perubahan APBD
Melakukan
pengolahan dan
analisis data

rancangan APBD 4 Tanun
dan Rancangan
Perubahan APBD
Mengindentifikasi
informasi keuangan 1 Tahun
daerah

Melakukan
koordinasi
kebijakan
berdasarkan hasil
analisis hubungan
keuangan pusat
dan daerah melalui
komunikasi,
konsultasi, dialog
dan diskusi dengan
para kepentingan

1 Tahun

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat

DPRD yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang didalam
DPA OPD Sekretariat DPRD tahun 2024 sebesar RP. 39.346.476.010,-
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_an 1t
ARUNTARTE AN RINERIA

CAPATAN RINERIA SEARE TARIAT DPRD TAHUN 204

Laperan Ninena adalah Aewaiiban untuk mentawaby datl peroranagan, badan
hukum atau pimpman KoleRt secara transpatan mengenal keberhasilan atau
anacaian dalam melaksanakan misi organisast kepada pihak-pihak yang: berwenang
menerima pelaporan  Ninetapemberi amanah, Sekretariat DPRD - Kabupaten
Nepulavan Mentawai selaku pengemban amanah masyarakat - melaksanakan

awaiban  berkinetja melalui penyajian  Laporan Kinetja - Sekretariat DPRD

Nabupaten Kepulauan Mentawai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansl
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian
target masing-masing indicator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024, sesual dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
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«i Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Negara dan Reforma |
as Laporan Kinera

perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu at ‘
Instansi pemerintah. Capaian indicator kinerja utama (IKU) dan capaian indicator
kinerja makro diperoleh berdasarkan pehgukuran atas indicator kinerjanya masing-
a sasaran strategis diperoleh berdasarkan

masing, sedangkan capaian kinerj
pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil
gis dilakukan dengan membuat

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strate

capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indicator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU).Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran srategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas
29

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melakuk

an reviu

terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasila

organisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Sekretariat DPRD

n suatu

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024

NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI | KET.

Jumlah Peraturan Daerah
disetujui/ ditetapkan oleh
DPRD

buah

16

7 buah

Persentase
Pelaya

nan Sekretariat DPRD

Kabupaten Kepulauan
Menta

wai terhadap tugas pokok
dan fungsi Dewan sesuai

SOP

%

100%

100%

Jumlah aspirasi masyarakat
yang disampaikan ke DPRD
sesuai dengan SOP

buah

18

23 buah

Jumlah produk hukum
yang difasilitasi Sekretariat
DPRD yang disampaikan
oleh Pemerintah Daerah
yang dibahas dan didukung
oleh DPRD

buah

12

8 buah
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5. | Persentase N ‘ |
: kebija | '[
| kan Pemerintah Daerah 100% |

| yang didukung oleh DPRD

Untuk menilai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024
perlu dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan memperhatikan
capaian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja

Sekretariat DPRD ada penurunan dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan rendahnya realisasi jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan atau
disetujui oleh DPRD, disebabkan karena rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang
telah disepakati dalam Propemperda yaitu sebanyak 16 Rancangan Perda ternyata yang
masuk ke DPRD hanya sebanyak 8 (delapan) Ranperda. Dari 8 (delapan) rancangan
Peraturan Daerah yang diterima oleh DPRD, baru 7 (tujuh) Ranperda yang telah
ditetapkan, sisanya masih dalam tahap pembahasan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Ranperda yang masih dalam pembahasan adalah :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Mentawai no. 8 Tahun 2016
tentang dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;

2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ; dan

3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya terkait jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD dalam Tahun

Anggaran 2024 dari target 18 kali, terealisasi 23 kali yang terdiri dari penyampaian

aspirasi masyarakat melalui reses sebanyak 2 kali dan aspirasi masyarakat yang

disampaikan langsung ke kantor DPRD sebanyak 7 kali
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Tabel
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023-2026 Berdasarkan Restra Sekretariat
DPRD

NO Indikator Target Realisasi
5023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 2024 2025 | 2026

Jumlah Peraturan Daerah
1 disetujui/ ditetapkan oleh

DPRD
12 buah | 16 bh | 16 bh | 16bh (3bh | 70D
Persentase Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Kepulauan Mentawai

terhadap tugas pokok dan
fungsi Dewan sesuai SOP

2. 100% | 100%| 100%| 100% goos (100 %

Jumlah aspirasi masyarakat
3. yang disampaikan ke DPRD
sesuai dengan SOP

12 bh 12bh | 12bh | 16bh

Jumlah produk hukum yang
difasilitasi Sekretariat DPRD
yang disampaikan ~ oleh
Pemerintah Daerah yang
dibahas dan didukung oleh

DPRD
4. 12 bh 12 bh

Persentase kebijakan e B B ]
Pemerintah Daerah yang
" didukung oleh DPRD 0% — os% 1100%

e e e

8 Bh [8bh

mlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD dalam Tahun Anggaran ;024
i Masyarakat melalui

- . el - et ian Aspirasi
et 7 kali, terealisasl 7 kali (100%) yang terqln dari Penyampalan _ . _
g?arsle-gasrgbanyak 2 Kali untuk periode 2009-2014 sebanyak 1 kali untuk 3 Dapil sedangkan periode 2024

2029 sebanyak 1 kall untuk 4 Dapil dan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan langsung ke Kantor DPRD
sebanyak 7 Kali.

Selanjutnya Terkait ju

32

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B.  Realisasi Anggaran

Tabel.

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai

f Kode
Rekening {
URAIAN ANGGARAN 2034 m"‘“u“" % 24 i REALISAS!
.
g ] b 1 Se@/3 1w O
S
|
s BELANJA DAERAH 39979476010 00 38 14n 030811 0 79 ] NI W |
= BELANJA OPERASI 3130 ©6mo on YOIZERE CE| To W28 bk 0
$ T gana EU NI I T ,_~l —
$101 Belara Laj den | uyangan ASN R RS T R 72 ! 3o AL |
si1aiora Belanja Cajr Pokok ASN 1A RS0 o T2 1 "W ISR
S Q191OHO00L ] Bl g ek £ TGA A0S0 00 1472172300 0 70 T 421340750 X
smerm Belanja Tumangan Keluargs ASN 114,056,354 00 T0R 671 873 00 5525 1 !
STUIUI 020001 | Belna Tunangan Kelurga PNS 114,08 354 00 10471 873 00
s1010003 Beanp Tumangan Jehatan ASN - R0 19770 50 7 T
51c101 03001 Hclani Tumangan Jahaun PNS T30 ol 1 T N OF 5 A
S1010104 Belanm Tunjangan Fungsional ASN 16.S000. 000 00 )X "
ST0101 04001 | Belana Tumangan Fungsional NS TS S0.000 00 o o0 o,
51010105 Belanys Tunsangan Fungsonal Uimum ASN AT TIN 10RO THE
510101 Belana Tumangan Fungsonal Umum PNS 67,680,000 00 61,080, 9113
51010106 Belanja Tunjangan Beras ASN TRS11.666 00 74,085 660 (0 75 8580 UL
$ 101 01 06 0001 Belanja Tumjangan Beras PNS 78511666 00 74,085,660 00 436
stor0107 Belana Tumangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25641 93200 G 795 (32 ) TR oK
$ 1010107 00] clanp Tumangan PV Tunjangsn Khusus I'NS 28041 320K i TN R
51010108 Pelania Pembulatan Gayi ASN IR0 R ERN 10 31 PRI
ST0101 080001 | Belna Pembalatan Gani PNS TR0 R o 680
st1o10112 Belanys laran Sampanan Pescris Tabungan Perumatun Rakrat ASN 3047 24000 G Hi0 000
ST 0120001 | Belne luran Simpanan Pescria 1 abungan Perumahan Rakyat PNS 2047.24000 000 000 X
510102 Belanja Tambahan Penghaslan ASN T.077.647.314 00 1.051.168.777 00 9754
si1o10201 Tambahan Penghusilan berdasarkan Beban Kenja ASN $40,023.367 00 526.632.533 00 9752
5101 0201 000} Tambahan Penghssilan berdasarkan Beban Kerja PNS 540,023,367 00 526.632.533 00 9752 445,337,535 00
51010203 Tambahan Penghasilan berdasirkan Kondisi Kena ASN X800 8% 041 K RG04N8 00 100 00 $.17891200
STOTOI0T (raT | Tambahan Pengmsian berdasarkan Kondiss Kens NS BT XN ARS (0 o0 00 R178912 0
51010208 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestass Kena ASN I8 763,450 00 315,675 756 0 9752 3385767200
51010205001 Tambahan Penghusian berdasurkan Prestass Kens PNS SIX.763.459 00 515.675.7% 00 9752 313 887,671200
510103 T bahan Pengha sian berdasirkan Pertimbangan Objekuf Lamnys ASN 299,640,000 00 169,090,000 00 643 71,400,000 00
51010307 Belanya Honoranum 272,640,000.00 169,090,000 00 6202 71.400,000.00
3701030701 | Belanja Honoranum Penanggungawaban Pengelola Keuangan 265,160,000 00 169,090,000 00 3Rl 36,000000 00
310103070002 | Belanj Hooranum Pengadaun Barang/Jasa 7 480,000 00 000 000 35,400,000 00
ST1010308 Belnys Jasa Pengelolsan BMD 27,000,000 00 0:00 Ll LY
S 10103080002 Belonja Jasa Pengelolaan BMD vang [idak Menghasilkan Pendapatan 27,000,000 (0 [ 000 0 00
T T T HPRD R e som | Ss474M21m 96 2 R606343.765 00
W— B Uang Representast DPRD. 351 290,000 00 345,095 000 1K) 9861 336,565,000 00
—m“T Delans Uang Representast DPRD 351,290,000 00 345,095,000 00 RGN 396,565,000 00
—?,T,ﬁ_—' Tielano Tunjangan Keluarga DPRD O3 IR0.600 00 INAR2421 00 5299 I8.026.821 00
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, —
s = B - 7
b et e - o - \
b —— e |
[ * Thelorgn | ayargan latwin DUR Wi ¢
}r_‘ eodbinkicdes Wos Toogen Wan DR AT TR T ' [
b R W Cenghapn DTRD BETHILES . Wi |
o e Tl T oagan Alst Kelenghapan DIRD BT 1 {
Kl Tl Tonmrgan Nt Kelenghapen Lamm e DIRD |
[ " T ] Tk Taramgan AWt Relenghapn | s a DIPRD o T |
‘L{. _;_‘,':_" _— 7: 1"" “w--: m--‘wh-'wmltun. nan don Ay 37"'7!117' :-_ ' R ST o .7 ‘
b ol Tivee ks Tnat Panguoan don Avgge 1 DURID e |
l . | O Tunaagan Reas DIRD = F— B - RIS ' (TR |
"___ M AT T elanga Tamangan Reses DIRD B TR IR TR T !
¢ S1ATORI0 Tockm (v fwan 17 kepwda Tom proan dan Anggota DIRD = T o “ ‘
[ 0 AT ana Pt hanan P ke pada P panan dan Anggota DERD T o0 NN 4
Shalil Ticlarua Tunjangan Kew ahiceaan Tvmpinan dan Anggot DIRD AT AL L Qi
[ T T T ngan Trwamahan DD T T e e | reE o
ALPLORLY Belanma Tug angan Transportast DIRD T TETTINo nTh ERm— Y7 3 TR
STOYOLLE. 0 Dclama Tunyangan Transportas DPRD TEA T O T A r
ekdeidhag Tt Usng T Pengatalinn DPRD TR T T e,
STOL 0 14 o) Ticlana Usig Jasa Pengabdion DIRD. =] FRCTI T T
Rk, Ticlana Ivncnmaan 1 amnya Pmpanan DIRD serty KDHWKDI o o TR —an "
3100 Ticlana Dana Operasinal B DPRD FICII O S G - L roe s
STOUOCTTOOT | Delanya Dona Operuswonal Prnpinan DPRD TERTTITY R ETTAL - - T
RS Tl Barnng dan Jam 6 AR TGS T80 [ am /
s1ozo1 Uclanya Qarsng 20057, 15000 o ’
S1:0z0UM Ticlarya amng Pakat Habis PR ARIL TN AR A )
F L i Diioood Belanja Bahan-Bahan Dakar dan Pelumas RTR50,000 00 KA ‘
I" Tu2ororano Belanja Hahan-ls Taburg Gas 00 00 T,
r~ L0201 010024 [ Belanya Alat Bahan uniuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor TR0 3w 00 oI T
f S10201 01 (023 Belania AlavUehan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover VAT T -
r $1020I0TM26 | Delanya AlalTahan untuk Kegiatan Kantor- Dahan Cotah SIS E TR kil
F 10201 0T 027 | Belana Alat ahan untuk Kegiatan Kantor Henda 'ox = TR * rruT
r‘ 10201010029 [ Belanya Alat Thaban untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer S e e S e T [ T S Y T ‘
r‘ CIOTOT T | T Al ahan untik Kegiatan Kantor-Iaatot Kantor RTIREECIE T x| SR
[ STCXOTOTOOTT | Belany Alat ahan wntuk Kegiatan Kantor-Alat 1 isu ik RTICII] TECIETIL] e
[ STOTUTOT R | Tk AT Than wntk Keginian Kanior Terlenghapan Dy T T T i 7
STOT0I0T003S | Belana AlatBahan untuk Kegiatan Kantor- Suvemr/Cender Mata VAN 000,000 (60 AT 75
STO20101 0036 | Delana AlstBahan wituk Kegiatan Kantar-AlaUBahan untuk Kegratan Kantor Lainnya T4.250,000 00 TYR19,500 00 % T
310201010043 ] Bolirja Natien don Pikie: Niture 120,181,000 00 TIOATT.000 00 AT 7 T
510201010052 | Belarys Makanan dan Minuman Rapat T420,000,000 00 V209,074,100 00 "7 y 7
510201010083 Belang Makanan dan Minwnan Jamuan Tamu 1000000 00 10900 000 (41 ) '
§$ 1020101 0060 Belanga Pakaian Dinas dan Atnbut mpinan dan Anggola DPRD 372 000 (00 10 270 SK2 SO0 0 T TE] N
srozoz Belanja Jass TV 90 000 00 TonT RS STT 0 TR
Storoon Belanja Jasa Kantor T.58 590,000 00 T 707 178,577 00 715 OTETE
S1020200 (03 Tlonorarun Narssumber atau Pembahas, Moderator. Pembawn Acar. din Panitia Y O00.000 00 2 NOHLO0C (0 T % i
$1020201 0004 Tonoranum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sehretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.000.000 00 13000 0001 00 T
$ 1020201 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrast ST, 160,000 00 559,444,695 00 9% 7 RO
S1020201 029 | Belanja Jasa Tensga Ahl 300,000,000 00 225,000,000 00 73 X [T
510202010030 Belanja Jusa Tenaga Kebersibun 156,000,000 00 151018918 00 ¥ 8 4 ‘
510202010031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 304,680,000 00 230,695 504 00 iR AR ‘
510202010033 Belanja Jasa Tenaga Supir 138,000,000 00 117,940, %9 (0 7R T
S1020201 0047 Pelanja Jasa Penyelenggarann Acorn 114,000 000 00 90,000,000 00 RIS Y
S 1020201 0055 Belanya Jasa IkJan/Reklaine. Film. dan Pemotretan 105 000 000 00 OO0 0N O (RN} 2 '
S$1020201 0060 Belanja Tagihan At X 23 IR <
51020201 0061 Belanja Tagihan Listrik G000 (00 00 oD 4y A Wizl
51020201 0082 Relanma Langganan Jumal/Surat Kabar/Majlah 120000 (0 LIX SKE 00 TN REETE
S$1020201 063 Delara K at/ L aksimil/Intemet TV Berlanggonan 21000 00 RO % T
TT030201 0067 | Delanja Pembayaran Pajak, Bea. dan Penzimin o0 Y - T
51020204 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 876,440,000 00 KNS 000 0 ) TesLa N .
S 10202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14,500,000 00 12,500,000 00 20 .
51020204 0049 Belanja Sewa Alat Angkutan ‘Apung Bermotor untuk Penumpang 861,940,000 (00 R20.851,000 00 9521 TR
51020205 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60,000,000 00 $5.500.000 00 SET) rETEET
$ 10202050009 Belanya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60,000,000 00 55 00000 LU 76 WAL WA
S1020207 Delangs Sewa Aset Tetap Lainnya $.000.000 (0 SO0 00 (0 10 s
TTTTTT 0T IR | Belana Seva Al Musik * BXCIRETIED XCCIIE T
S1N20208 Delarya Jasa Konsultanst Konsuuk s 10 SO0 i n 10 S0 o0 LN TR
S 10202 08 0002 Tielany Jow Konsultansi Perencanaan Arsitehtur-Jasa Desain Arsitehtural 10,500 000 00 10 500 (00 100 (R Y
S 10202080003 Belanya Jasa Konsultansi Perencanaan Arstiehtur-Juss Pemlar Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung a0 0w \ T o ~
51020212 Belanya Kursus/Pelatihan, Sosialisast, Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Pelathan 460,000,000 00 396,116,000 (0 [N YT
S 10202120001 Belanja Kursus SinghatPelauhan 460,000,000 00 396,33 (00 00 Sl 43 S0 A
TR0 Tclama Nemelharaan 355,150,000 00 V462,93 00 3751 TERITE
51020302 Tielanya Pemel haraan Peralatan dan Mesin 231,150,000 00 232983 817 00 FETI ST T
S 10203020022 Belenys Pemelibwrsan Alat Besar Alat Bantu-Llectne Generating Set 10,000,000 00 9,534,900 (1) [ Lo
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Telanja Mvdal Alat Dnelibarnan 1anaman than 1emak 0 0o 0 1300000 (0

e fhelana Matal AR sator dan Rumah Tangga VIS 130000 (0 VTG0 00 Wik T
el Pelaiga Modal At Kaney o Gon 000 TV IRR R )
LIS Belaiva Mol Alat Kantor Laaya 000 000 000 11,988,000 ()
s Bl Modal Alat Rienah Tangg 175,180 000 (0 1L 719,670 00 YN 6K,765 400 (1)
A2 0208 0Y AN | e Nidal N W Gon Goo 12000000 10
O3 NN T el WA g ST o0 TV o0 G1K [

IOV 0

Betana Madal Al Rinah Danggs L amma o | s EINEITII 140 K1 00 9 $6 165400 ()
oy Iana Matal MCa dan Rt Rena Rt b T I 00 32 201 000 ()
arovortaney Belania Madal MWea Rapat I\jatat AT T 000 $2.281 000 01
ARNINITY Bclma Maal At Siwdioy Kowtunkas, dan INwvanear 200000 (R IX7 000 00 060 91 50 18.29,000 00
L;\'«“‘““*’ Alat Siabiy 00000 000 0 TRT000,000 (41 9150 14,299,000 00
2030801 QNT | Dctana Nl eralaan St At ES S ow | T om (0 COnnm |
2020601 0N Relana Mtal Peralatan Cetak 000 000 000 12.250,000 00
32020601 AN Belama Madal Alat Noadio Lainmva 200,000,000 (4 187,000,000 (0 9150 000
ARRST) Relana Modal Ko et VSN0 000 (0 255650, 000 00 907 14,9%0,000 00
Faoednn Bebuua Modal Kovnparer Unat 330050000 00 220630000 00 9936 14,980 000 (0
SO0 T R g Mdal Feonal Compues IS0 (0 20000 00 00 936 14,780,000 (0
srodiew Belana Mada! Deralasn Koopaier Y 000 00 10 V020,000 00 9720 000
SIO100 0 | Belanga Nl Deralatan Peroml Covnpater T 000 000 00 4020000 00 LK 000
SIRNQ AN T Belana Modal Nvalatan Janngan 0000 0 00 30 000,000 00 100 00 000
JUMLAH BELANJA MODAL 633, 200,000.00 616,369,670.00 AT 169 K13,4100.00
JUMLAH BELANJA 39,979,676,010.00 IS, 14K,030,021.00 N1.91 30,262,079,004.00
SURFLUSDEFISIT (39,979,676,010.00) (IS 138,030,021.00) ¥1.91 (30,262,079,004.00)

Total Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah senilai Rp.
39.979.676.010,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.148.030.021,00,- ( 87.91
%).
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Realisasi Kinerja
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Tabel .
Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024
Kegiatan Sub Kegiatan Target | Realisasi Keterangan
Administrasi | Penyediaan Gaji dan 330rg/14 33 Terlaksana
Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat bin org/14
Daerah bin
Penyediaan Administrasi 100 % | 100 % | Terlaksana
Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi | Penyediaan Komponen 1 Pkt 1 Pkt Terlaksana
Umum Instalasi Listrik/Penerangan
Perangkat Bangunan Kantor )
Daerah
Penyediaan Peralatan dan | 3 pkt 3 Pkt Terlaksana
 Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik | 5 pkt 5 Pkt Terlaksana
Kantor
Penyediaan Barang 2Pkt 2Pkt | Terlaksana
Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan | 100 % 100 % | Terlaksana
dan Peraturan Perundang
' Undangan
Penyelenggaraan Rapat 6 Laporan 10 Terlaksana
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Laporan
Penyediaan | Penyediaan Jasa 12Bn |12BIn | Terlaksana
Jasa Komunikasi Sumber Daya
penunjang | Air dan Listrik
Urusan Penyediaan Jasa Pelayanan | 5o org |50 Org | Terlaksana
Pemerintahan | Umum Kantor
| Daerah
Pemeliharaan | Penyediaan Jasa 4 Unit 4 Unit Terlaksana
Barang Milik Pemeliharaan, Biaya
Daerah Pemeliharaan, dan Pajak
Penunjang Kendaraan Perorangan
Urusan Dinas/ Kendaraan Dinas
pemerintah |Jabaten |
Daerah ' Penyediaan Jasa 16 Unit | 16 Unit | Terlaksana
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
I | Operasional/ Lapangan
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Pemeliharaan Peralatan | 45 Unit |45 Unit | Terlaksana
dan Mesin Lainnya
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi | { ynit | 1 Unit | Terlaksana
, | Gedung Kantor dan
“ Bangunan Lainnya
|' Layanan Penyelenggaran 200rg |200rg | Terlaksana
! Keuangan Administrasi Keuangan
| dan DPRD
g Kesejahteraa | Penyediaan Pakaian Dinas
. 20 Or 20 Or Terlaksana
n DPRD dan Atribut DPRD ] ;i
Layanan Penyelenggaraan 1
- . 1
Administrasi | Administrasi Keanggotaan Tetips=ans
DPRD DPRD Dokume | Dokume
n n
Fasilitasi Fraksi DPRD 4 4 Terlaksana
Laporan | Laporan
Penyediaan Kebutuhan 10rg - ] Tdk Terlaksana
Rumah Tangga DPRD
karena rmh
Dinas Pimpinan
DPRD BIm
Tersedia
TR
Dukungan Pembentukan | Penyusunan dan 1 1 Terlaksana
Peraturan Pembahasan Program
Pelaksana | Daerah dan | Pembentukan Peraturan Dokume | Dokume
an Tugas Peraturan Daerah n n
DPRD I IS Ry
dan Fungsi Pembahasan Rancangan 13 8 Belum
n Daerah _
DPRD PaPRE Dokume | Dokume | Memenuhi
n n Target, krn
sedikitnya
Ranperda yg
disampaikan
Eksekutif ke
DPRD
o
Penyelenggaraan Kajian | 2 Terlaksana
perundang Undangan ' Dokume | Dokume
n n
no
—
pembahasan | Pembahasan KUA dan 1 L/m
| Kebijakan | PPAS s
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Dokume ' Dokume

| Anggaran
{: | n 'n |
{ ! . e —————————— e e e fssiimianen SR S
f ' Pembahasan Perubahan T
3 1 B!
! KUA dan Perubahan PPAS ‘ TR kAst:s
| Dokume | Dokume
) |
! n n L
‘pembahasan APBD |1 Ty
| 1 1 Terlaksana
Dokume | Dokume
n n
Pembahasan APBD 1 1 Terlaksana
‘ Perubahan t
* Dokume | Dokume
n n
I | ———
| Pembahasan 1 1 Terlaksana
' Pertanggungjawaban APBD
Dokume | Dokume
n n
Pengawasan Pengayvasan Urgsan 4 |5 Terlaksana
Penyelenggar | Pemerintahan Bidang
aan ' Pemerintahan dan Hukum Laporan | Dokume
| Pemerintahan | n
| Pengawasan Urgsan 4 5 Terlaksana
' Pemerintahan Bidang
' Infrastruktur Laporan | Dokume
| n
L
W’ 4 5 Terlaksana
’ pemerintahan Bidang "
| Kesejahteraan Rakyat Laporan | Dokume
‘ n
‘ ]
" Pengawasan Urusan 4 5 Terlaksana
' pemerintahan Bidang Dok
perekonomian ; Laporan | Dokume
| I A
, Pengawasan Urusan 4 5 Terlaksana
@ Pemerintahan Bidang 1 Bokufie
' sumber Daya Alam dporaii
‘ n
; L e
Pembahasan Laporan 1 1 Terlaksana
| Keterangan
. e
| pertanggungjawaban Dokume | Dokum
L

|

/w--/
38

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Peningkatan | Orientasi DPRD ‘ | 20 Org ' 190rg | Terlaksana \s
Kapasitas [ e AR
DPpRD | Pendalaman TUgaS DPRD E 20 Org ‘ 20 Org ‘ Ter‘aksana

\ Penyediaan Kelompok
Pakar dan Tim Ahli

Karena saat ini

kelompok

pakar/ tim ahli
bim diperlukan
DPRD

Terlaksana

Penyediaan Tenaga Ahli
Fraksi

Penyusunan Program
\ Kegiatan DPRD
1

|
|

{
Fublikasi dan Dokumentasi

Dokume | Dokume

|
n ‘\ n

\20 Org \20 Org | Terlaksana

DPRD
Penyerapan Kunjungan Kerja Dalam 6 Terlaksana
dan Daerah
Penghimpuna Laporan |
n Aspirasi Pelaksanaan Reses |
Masyarakat e 2 |2 Terlaksana
Dokume | Dokume
n n
Pelaksanaan | Penyusunan Kode Etik 1
dan SERD 1 Terlaksana
Pengawasan Dokume Dokume
Kode Etik n n
DPRD '
Pengawasan Kode Etik
DPRD 2 2 Terlaksana
Laporan | Laporan
Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi 11 Toriak
Tugas DPRD | Pelaksanaan Tugas DPRD erlaxsana
Dokume
n
Penyusunan Laporan
Kinerja Tugas DPRD 3 ST RSRIa
Laporan
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Faktor Faktor yang Menjadi Penunjang Kinerja Sexretdiidt LAme s

1. Tersedianya Anggaran
2. Tersusunnya Rencana Kerja DPRD

si terlaksannya Tugas dan

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memfasilita

Fungsi DPRD

4, Tersedinya ASN yang bertugas memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan Tugas

dan Fungsi DPRD

Faktor Faktor yang Menjadi Penghambat Kinerja Sekretariat DPRD :
1. Ranperda yang disampaikan Eksekutif kepada DPRD tidak sesuai dengan

Bapemperda yang disepakati.
2. Belum maksimalnya ASN dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan

Tugas dan Fungsi DPRD
3. Belum optimalnya dipedomani Renja DPRD dalam penyusunan Agenda Kerja

DPRD

Solusi :
1. Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD terutama dalam Sub Kegiatan

Pembahasan Perda maka kedepannya kita berharap Ranperda Ranperda yang

telah disepakati dalam Bapemperda dapat dilakukan Pembahasan sesuai

dengan Perencanaannya dan Sekretariat DPRD akan selalu mengingatkan hal

tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Apabila Eksekutif lambat menyampaikan Ranperda kepada DPRD, maka
Sekretaris DPRD akan menyampaikan dan mengingatkan hal tersebut kepada
Pimpinan DPRD, dan Pimpinan DPRD diminta segera menyurati Bupati agar

segera menyampaikan Ranperda yang telah disepakati untuk dilakukan

pembahasan.

Dalam hal belum halnya ASN yang ada dalam Sekretariat DPRD dalasm
mefasilitasi DPRD maka kedepannnya Sekretaris DPRD akan menyampaikan

atau menegaskan kepada ASN yang ada di Lingkungan Sekretariat DPRD bahwa
40
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Tugas Utama ASN di Sekretariat DPRD adalah memfasilitas) Pimpinan dan
pedepann (4

Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas adan Fungsinya, dan
Sekretariat DPRD akan berusaha lebih baik dalam memfasilitasi Pimpina dan

Anggota DPRD.
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BAB IV
PENUTUP

. Kesimpulan

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 merupakan arah dan tolak ukurkinerja
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Sasaran Strategis yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis kedalam Rencana Tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja di evaluasi melalui penyampaian LAKIP Sekretariat DPRD setiap
Tahun.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan brogram dan kegiatan tahun 2023 dapat
disimpulkan bahwa seluruh target kinerja ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja
baik itu Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV dilingkungan Sekretariat DPRD.
Harapan kita kedepannya permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat DPRD dapat diminimalisir, sehingga Sekretariat DPRD lebih

maksimal dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

Tuapejat, Januari 2025
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